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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Irndonesia tertanggal 22 Januari 1988

Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< ba’ b be
< ta’ t te
< sa | 8 es (dengan titik di atas)
d jim | ] je
c | b h ha (dengan titik di bawah)
¢ kha’ kh ka dan ha
3 dal d de
3 2al 2 zet (dengan titik di atas)
J ra’ T er
J zal 7 zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
v=a sad s ¢s (dengan titik di bawah)
S dad d de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
g ‘ain | ‘ Koma terbalik di atas
d gain g ge
— fa’ f ef
S qaf q qi
4 kaf k ka
d _lam I ‘el
¢ mim m ‘em
g nun n ‘en
3 waw w w



° ha’ h ha .
¢ hamzah ‘ apostrof

3 va v ) e _ ]

— . t4 . —

11. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap rl i
| 3327 dituhis muta 'addiduh ‘
l Bac ditulis ‘iddah |

111, Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis /

AaSa ditulis hikmah

45 P ditulis Jizyah

(Ketenfuan ini tidek diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang “u/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan A.

& BERIFVES [ ditulis l Karamah al-auliya’ :]

c. Bila ta’ marbygtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis ¢
| il 518 [ ditulis | Zakat al-fitr
IV. Vokal Pendek
e fathah | ditulis B a -
- ! kasrah _ditulis i
— dammah ditulis u I
V. Vokal Panjang
1. | fathah + alif ditulis a
Lala - ditulis Jjahilivah
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
P ditulis tansa

Xi



3 : Kasrah + va" mati : ditulis ‘ i :
LS | ditulis karim 1
4. | Dammah + wawu mat | ditulis u iRl
| D2y A | ditulis furud ;

V1. Vokal Rangkap
; |. | Fathah + ya’ mati ) T ditulis ai ,
1 S ditulis bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati ditulis au |
i, Jf S ditulis gaul i

VII. Vokal Pendek yang berurutan
apostrof

dalam satu kata dipisahkan dengan

; = | ditulis
L ol ‘ ditulis
| 55 | ditulis

VII. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila ditkuti huruf Qamariyyah

a'antum
B u'iddat
la’'in syakartum

|
|
=it
|

| JA ditulis al-Qur’an
L okl t ditulis al-Qiyas |
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.
Celandl ditulis as-Sama’
L st ditulis asy-Syams
. IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyinya.
o2l 6 9 ~ ditulis Zawil furod
Ll Jal ditulis Abhlus-Sunnah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau berbicara tentang
seseorang yang meninggal dunia, arah dan jalan pikiran tentu akan tertuju kepada
masalah warisan."

Dalam al-Qur'an telah disebutkan, bahwa setiap makhluk yang bernyawa

pasti mati,

2 ol s

yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah apabila manusia itu
meninggal dia masih meninggalkan masalah salah satunya adalah masalah
warisan.

Warisan mer{lpakan masalah yang sudah ada sejak dulu hingga sekarang
ini, berbagai macam corak adat dan budaya yang ada di Indonesia membawa
pengaruh terhadap sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis
keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin

bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral/parental. Prinsip-prinsip garis

! Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, cet. 2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1991), him. 1. '

2 Al Imran (3) : 185.
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keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian

harta peninggalan yang diwariskan (batk yang materiil maupun immateriil).”
Hukum waris adat mengenal adanya 3 sistem kewarisan, yaitu:

| Sistem kewarisan individual yang merupakan suatu sistem kewarisan dan
harta peninggalan dapat dibagikan dan dimiliki secara individual di antara
para ahli waris. Sistem ini biasanya dianut oleh masyarakat yang bersifat
parental antara lain di Jawa.

2 Sistem kewarisan kolektif, adalah suatu sistem kewarisan dimana harta
peninggalan diwarisi oleh sekelompok ahli waris yang merupakan
persekutuan hak, dimana harta itu merupakan pusaka yang tidak dapat
dibagi-bagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara individual.
Misalnya, harta pusaka dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dan
dalam batas-batas tertentu terdapat juga dalam masyarakat parental di
Minahasa terhadap barang kalakeran, demikian juga dalam masyarakat
patrilineal di Ambon, terhadap tanah dati.*

3. Sistem kewarisan mayorat, yang dibagi menjadi dua:

a. Mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua pada saat pewaris

meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki)

merupakan ahli waris tunggal seperti di Lampung

? Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, ed. 1 (Jakarta: CV.
Rajawali, 1981), him. 285.

* Ahmad Azhar Basyir, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam,
(Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981), hlm. 4.
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b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak percmpuan tertua pada
saat ahli waris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada
masyarakat di Tanah Semendo.”

Sebenarnya dari semua sistem kewarisan baik yang individual, kolektif,
maupun mayorat, tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di
mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan yang individual
bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral tetapi juga dalam
masyarakat yang patrilineall.6

Dari semua sistem yang telah disebutkan, penyusun disini akan
menfokuskan pada kewarisan kolektif yang ada pada masyarakat Minangkabau.
Bagaimanapun juga bentuk kewarisan yang lain sangat mempengaruhi dalam
penyusunan skripsi ini.

Prinsip garis keturunan ternyata sangat mempengaruhi dalam pembagian
harta warisan. Prinsip garis keturunan yang matrilineal pada masyarakat
Minangkabau sangat mempengaruhi  kewarisannya. Dalam hukum adat di
Minangkabau anak-anak tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya secara
utuh, tetapi hanya mewarisi dari ibunya. Selain anak kandung, famili atau kerabat
juga sebagai ahli waris (dari jalur perempuan).

Pada masyarakat Minangkabau harta pusaka tinggi merupakan harta
pusaka milik kaum atau harta pusaka milik dari suatu keluarga dan tidak dapat

dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Dengan demikian apabila

5 Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, him. 285-286.

6 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith, cet. 6 (Jakarta: PT.
Tintamas Indonesia, 1982), him. 15.



scorang istri meninggal dunia dan misalnya ia memiliki sebidang tanah sawah.
maka sawah itu menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya. harta pusaka
ini dinamakan juga harta generasi pertama, atau sering juga disebut dengan harta
pusaka rendah. Apabila yang meninggal adalah si suami maka harta tersebut tidak
menjadi harta pusaka keluarga dari anak-anak kandungnya, tetapi menjadi harta
pusaka dari keluarga si suami itu sendiri, yaitu saudara-saudara kandungnya.

Mengingat bahwa kewarisan yang ada pada masyarakat Minangkabau
adalah kewarisan kolektif, maka harta warisan itu merupakan harta pusaka milik
dari suatu keluarga. Barang-barang yang demikian hanya dapat dipakai saja atau
disebut dengan gunggam buruntuak oleh segenap keluarga yang bersangkutan,
dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Jadi, para
anggota hanya mempunyai hak pakai saja.

Sekilas terlihat bahwa kewarisan yang dianut oleh adat Minangkabau
bertentangan dengan kewarisan yang dianut oleh Islam yang didasari dari al-
Qur'an dan hadis. Hukum kewarisan Islam menganut kewarisan individual yakm
harta warisan dapat dimiliki oleh seseorang secara utuh dan perseorangan, berbeda
dengan kewarisan kolektif yang harta warisannya dimiliki oleh kelompok.

Selain menganut kewarisan individual, hukum kewarisan Islam juga
mempunyai beberapa prinsip kewarisan yang lain yaitu sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi
kebebasan kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya
dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang

berlaku dalam masyarakat individualis/kapitalis, dan melarang sama sekali



pcmbagian harta peninggalan seperti vang menjadi prinsip komunisme
vang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan, yang
dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan. Prinsip kewarisan
Islam menentukan bahwa pewaris diberi hak memindahkan harta
peninggalan dengan jalan wasiat, tetapi dibatasi sebanyak-banyaknya
sepertiga harta peninggalan. Selebihnya menjadi hak ahli waris menurut
hukum.

. Kewarisan merupakan ketetapan hukum, yang mewariskan tidak dapat
menghalang-halangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan-, dan
ahli waris berhak atas harta peninggaian tanpa memeriukan pernyataan
menerima dengan sukarela atau atas putusan pengadilan, tetapi ahli waris
tidak dibebani melunasi hutang-hutang dari harta pribadinya.

_ Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan
perkawinan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya
dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang lebih jauh, yang
lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang
lebih lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek, saudara
sekandung lebih diutamakan daripada saudara seayah, dengan kekecualian
saudara-saudara seibu tidak dikalahkan oleh saudara-saudara kandung.

. Hukum kewarisan Islam lebih condong untuk membagi harta warisan
kepada sebanyak mungkin ahli waris sederajat, dengan menentukan

bagian-bagian tetentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya jika ahli waris



terdiri dari ibu. istri. seorang anak perempuan, dan saudara perempuan
kandung. semuanya mendapat bagian.

Hukum kewarisan lslam tidak membeda-bedakan hak anak-anak atas harta
peninggalan, anak sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru
saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua behak atas harta
peninggalan orang tua. Tetapi besar kecilnya bagian yang diterima
dibedakan sejalan dengan besar kecilnya beban kewajiban yang harus
ditunaikan dalam kehidupan keluarga. Misalnya anak laki-laki yang
dibebani nafkah keluarga diberi hak lebih besar daripada anak perempuan
yang tidak terlalu dibebani nafkah keluarga.

 Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian-bagian
tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-
hari, di samping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan
dengan pewaris.7

Bagian-bagian tertentu dari harta peninggalan adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4,

1/6, 1/8. ketentuan tersebut bersifat tetap, karena diperoleh dari al-Qur'an, dan

bersifat ta'abbudi yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada.

Meskipun bersifat ta‘abbudi, hal ini tidak menutup pintu bagi kita untuk mencari

hikmah yang terkandung dalam peraturan yang bersifat fa'abbudi itu.® Atas dasar

adanya ketentuan-ketentuan bagi ahli waris, maka dapat disimpulkan bahwa

hukum kewarisan Islam bersifat individual. Sebagai tambahan harta yang disebut

dalam prinsip-prinsip di atas adalah harta waris bukan harta peninggalan, karena

7 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Kewarisan, hlm. 9-10.

8 Ibid., him. 11.



harta waris dan harta peninggalan berbeda, harta waris merupakan harta yang siap
dibagikan kepada ahli waris setelah dikurangi keperluan si mayit dan membayar
hutang-hutang, serta wasiat.

Kewarisan yang ada pada masyarakat Minangkabau itu sangat dipengaruhi
oleh harta pusaka yang ada pada adat Minangkabau. Harta pusaka yang dimaksud
adalah harta pusaka tinggi. Orang akan mengenal bahwa kewarisan yang ada pada
masyarakat Minangkabau adalah kewarisan kolektif, padahal yang dimaksud
adalah harta pusaka tinggi itu, dan bagaimanapun juga hal tersebut membawa
dampak juga terhadap harta pencaharian yang diperoleh suami-istri yang akan
diwarisi kepada anaknya suatu saat nanti.

Harta di Minangkabau ada beberapa macam, yang awalnya hanya 2
macam, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pencaharian. Kebanyakan pendapat
lebih cenderung bahwa harta itu dibagi menjadi 4 macam:

1. Harta pusaka tinggi
2. Harta pusaka rendah
3. Harta pencaharian
4. Harta suarang9

Harta Pusaka Tinggi merupakan harta yang diwarisi secara turun-temurun
dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Harta pusaka tinggi ialah
yang dijual tidak dimakan dibeli, digadai tidak dimakan sando (sandra). Inilah

tiang agung Minangkabau selama ini.'® Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjual

® Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Pelajaran
Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya), (Padang: Tropic Offset Printing, 1987), hlm. 155.

10 Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), him. 96.



belikan tetapi ia dapat digadaikan kalau berkaitan dengan kepentingan kaum, atau
menjaga martabat kaum, hal itu ada sebagai berikut:

1. Adat tidak berdiri, seperti pengangkatan penghulu.

2. Rumah gadang ketirisan.

3. Anak gadis (tua) yang belum bersuami.

4. Mayat terbujur ditengah rumah. "

Harta pusaka tinggi sebelumnya berupa harta pusaka rendah, dan jarang
sekali ada kejadian harta pusaka tinggi menjadi harta pusaka rendah, kecuali adat
tidak berdiri lagi pada suku yang menguasainya. Harta pusaka tinggi didapat
dengan tembilang besi, dan harta pusaka rendah didapat dengan tembilang emas. -

Begitu kuatnya kedudukan harta pusaka tinggi dalam adat Minangkabau
sehingga harta pencaharian seorang "urang sumando" (suami) terkena imbasnya
juga. Misalnya rumah yang dibuat untuk anak istrinya, tetapi terletak di atas tanah
pusaka istrinya, dan tidaklah berhak dia menjualnya kembali, meskipun harta
pencahariannya sendiri, sangatlah tercela apabila ia melanggar hal itu oleh adat.
Sebab apabila seorang suami menceraikan istrinya, rumahnya itu tinggallah
menjadi hak milik istrinya. Apabila si istri bersuami baru, suami yang baru
tidaklah berhak atas rumah itu. Kalau bercerai yang dibawa hanyalah pakaiannya
saja. Apabila si istri meninggal dunia dan ia meninggalkan harta maka yang punya
harta itu adalah anak-anaknya khususnya yang perempuan, yang jelas sistem

pembagian faraid sulit masuk kesini.

" LKAAM, Pelajaran, him. 163.

'2 Hamka, Islam, hlm. 96.



B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
pokok masalah yang menjadi inti dari bahasan yang diteliti oleh penyusun, yaitu:
1. Apa yang menyebabkan harta pusaka tinggi tidak bisa dibagi di antara
para ahli waris secara perseorangan atau individual ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta pusaka tinggi dalam

kewarisan di Minangkabau ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Untuk menjelaskan apa yang menyebabkan harta pusaka tinggi tersebut
tidak hisa dimiliki secara individual

b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap harta pusaka
tinggi di Minangkabau.

2. Kegunaan

a. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi terkait maupun
sebagai studi lanjut bagi para mahasiswa, dan pihak-pihak yang
membutuhkan.

b. Semoga hal ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada
masyarakat Minangkabau sebagai upaya memperkaya khazanah
intelektual terutama yang berkaitan dengan hukum kewarisan.

c. Secara umum mungkin hasil ini dapat dimanfaatkan untuk

perkembangan hukum kewarisan Islam.



D. Telaah Pustaka

Secara umum masalah kewarisan telah banyak diteliti, baik secara literatur
maupun lapangan dan khususnya diteliti oleh mahasiswa fakultas Syari'ah scbagai
tugas akhirnya. Di antara para pembahas dan penulis masalah kewarisan. mungkin
hanya satu yang membahas masalah kewarisan di Minangkabau dalam konteks
hukum Islam, yaitu Amir Syarifuddin dalam disertasinya di IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam
Lingkungan Adat Minangkabau". Hasil disertasi beliau pun menjadi sebuah buku
yang menjadi panduan primer bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun yang dibahas oleh Amir Syarifuddin adalah tentang hukum
kewarisan di Minangkabau tetapi yang menjadi pokok masalah adalah harta
pencaharian,13 berbeda dengan masalah yang dibahas oleh penyusun di sini yaitu
masalah harta pusaka tinggi. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa harta pusaka
tinggi itu disebut juga sebagai harta wagaf dalam Islam.

Ada salah satu buku yang ditulis oleh Hamka yang berjudul Jslam dan
Adat Minangkabau. Buku ini isinya membahas tentang sejarah dan bagaimana
masuknya Islam ke Minangkabau dan juga tentang adat Minangkabau yang dilihat
dari sisi Islam. Tuan Syekh Ahmad Khatib mengatakan bahwa barta pusaka tinggi
itu adalah harta subhat dan semua orang Minangkabau memakan harta haram."
Tetapi Syekh Abdulkarim Amrullah berfatwa bahwa harta pusaka tinggi adalah

harta waqaf, atau juga sebagai harta musabalah yang pemah dilakukan Umar bin

13 Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), him. 4.

' Hamka, Islam dan Adat Minangkabau, him. 103.
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Khatab pada hartanya di Khaibar, vang hanva bolch drambil isinya Y Hamka juga
mengungkapkan segi kelemahan harta pusaka tinggi, yaitu: laki-lakr tidak
mempunyai hak. Laki-laki hanya "kubuu pahungkuik abu, gajuh pulujang
bukik"'® Kekuatan harta pusaka tinggi bahwa orang Minangkabau belum
kehabisan harta."”

Tidak ketinggalan juga Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
(LKAAM) Sumatera Barat juga menerbitkan buku yang berjudul Pelajuran Adat
Minangkabau (Sejarah dan Budaya), buku ini menjadi buku panduan bagi siswa
di Sumatera Barat untuk mempelajar1 tentang seiarah, adat dan budaya
Minangkabau. Bagi penyusun buku ini sangat membantu dalam penyusunan
skripsi ini. Karena dalam buku ini memberikan pengertian dan penjelasan tentang
bentuk kekerabatan yang ada di Minangkabau dan juga bentuk-bentuk harta di
Minangkabau serta bentuk kewarisan yang digunakan. 18 Karena buku ini menjadi
buku panduan dalam pelajaran sejarah dan adat bagi siswa maka dalam buku int
hanya memberi gambaran besar saja seperti pengertian pada harta pusaka tinggi
dan tidak melihat perbedaan dengan hukum kewarisan Islam.

Minangkabau yang terkenal dengan pantun dan ‘ambonya dalam
menggambarkan kehidupan ini, begitulah Prof. M. Nasroen menulis dalam

bukunya yang diberi judul Dasar Falsafuh Adat Minangkabau, sebagai salah satu

S 1bid.
1 1pid., him. 108.
7 Ibid.

18 Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Pelajaran
Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya), (Padang: Tropic Offset Printing, 1987), him. 156-157.
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corak kebudayaan Indonesia. Beliau mengatakan harta pusaka itu harus dipupuk,
sebab harta pusaka itu adalah dana kaum. dana bersama.'” Harta pusaka itu harus
dipelihara dan "generasi yang sekarang dalam hal ini harus bertanggung jawab
kepada nenck moyang, dari siapa harta pusaka itu diterima dan terhadap
keturunan yang akan datang, kepada siapa generasi yang sekarang akan
mempusakannya. Orang Minangkabau sering pergi merantau dengan maksud
untuk memperbanyak harta pusaka dan juga karena kecintaannya terhadap
negerinya, bukan karena negerinya miskin dan sulit untuk hidup, dan hal ini
difatwakan oleh adat:

Sayang dianak dilacuti,

Sayang di kampuang ditinggakan.

(Sayang pada anak dipukuli,

sayang akan kampung ditinggalkan)m

Dari sekian karya ilmiah yang telah disebutkan, belum ada yang
membahas masalah yang disusun oleh penyusun, lebih banyak mendeskripsikan
tentang kewarisan dari satu arah, maksudnya adalah dimana penulis-penulis
tersebut mengungkapkan masalah waris hanya dari segi hukum adat atau hukum

Islam saja. Kalaupun ada dari dua arah belum ada yang sama seperti yang

diangkat oleh penyusun.

E. Kerangka Teoritik

Perkembangan dan penerapan hukum adat di tengah masyarakat

Minangkabau memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari hukum Islam karena

19 M. Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), him.
194, ;

2 1pid., him. 193
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bagaimanapun perkembangan hukum adat tidak bisa terlepas dari hukum Islam
oleh karena itu untuk menganalisa hal tersebut penyusun merasa perlu melengkapi
penelitian ini dengan beberapa teori yang akan digunakan untuk mempertajam
analisis tinjauan hukum Islam terhadap sistem kewarisan hukum Islam terutama
dalam konteks harta pusaka tinggi.

1. Teori tentang milik

Milik adalah suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara'
yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang
dimiliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.

Sebab-sebab kepemilikan itu ada empat,21 yaitu:

a. [Thrazul mubahat, yaitu memiliki benda yang boleh dimiliki, atau sesuatu yang
boleh dimiliki.

b. al-'Uqud (akad)

c. al-Khalafiyah (pewarisan)

Masalah pewarisan ini tidak lepas dengan harta warisan, pewaris, dan ahli
waris. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya,
biaya pengurusan jenazah (tahjiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk
kerabat.”

d.  at-Tawalludu min maulud (berkembang biak)

Milik dapat ditinjau dari dua segi,” yaitu:

a. Milik penuh, milik atas benda beserta manfaatnya

21 Hasbi as-Shiddieqy, Pengantar Figh Mu'amalat, (Jakarta: Bulan Bintang, ), him 128.
22 Ps. 171 huruf e KHI

23 Masduha Abdurrahman, Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam, (Surabaya:
Central Media, 1992), him. 89.
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b. Milik tidak penuh, yaitu milik atas benda saja atau atas manfaat saja.
2. Teori 'urf

Selanjutnya untuk melihat secara utuh kebiasaan masyarakat Minangkabau
dalam melaksanakan sistem kewarisannya juga harus dilihat dari berbagai
pendekatan dan dalam hal ini untuk mendapatkan jawaban tersebut perlu kiranya
kemudian mengedepankan teori tentang ‘wrf . ‘Urf yang secara bahasa berarti
“yang baik” ‘urf menurut ulama usul figh merupakan kebiasaan mayoritas kaum
baik dalam perkataan ataupun perbuatan.

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi praktek
kehidupan manusia baik berupa perkataan, perbuatan ataupun dalam hal
meninggalkan sesuatu, dan disebut juga dengan adat.**

Ahli hukum sependapat bahwa adat atau wrf tetap menjadi unsur dalam
menentukan hukum walaupun hanya sebagai sumber hukum tambahan.”® "urf
dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

a. Dari segi obyeknya ada 2 macam, yaitu: ‘urf lafzi dan ‘urf ‘Amali.
b. Dari segi cakupannya ada 2 macam, yaitu: ‘urf" ‘am dan ‘urf khas.
c. Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara' ada 2 macam juga, yaitu:

‘urf sahih dan urffasid.

Dari beberapa wrf mungkin hanya dari segi keabsahan saja yang menjadi
teori dalam menyusun skripsi ini.

'"Urf sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tidak
bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak

24 1Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usulul Figh, cet. 12 (Al-Karbun: Darul Qalam, 1978 M/
1398 H), him. 89.

25 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, cet. 2 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1987), him. 133.
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membatalkan yang wajib. ‘Urf sahih ini selama tidak bertentangan dengan syara'
maka wajib memeliharanya ‘Urf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal manusia,
tetapi bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan yang haram atau juga
membatalkan yang wajib. "Urf seperti ini tidak wajib dipelihara pelaksanaannya,
karena bertentangan dengan dalil syara'. 26
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka
(library research), yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklafikasikan,
mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang
tertulis.?” Penelitian pustaka yang dimaksud adalah menjadikan bahan pustaka
sebagai sumber data, yaitu berusaha melacak referensi-referensi yang berkaitan
dengan tema kajian
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pengertian tidak hanya
sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan
interpretasi dari data-data tersebut.”® Pada penelitian terhadap sistem kewarisan
yang ada di Minangkabau, maka tidak bisa terlepas dari macam-macam harta

yang ada di Minangkabau seperti harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta

pencaharian, harta suarang.

261 Abdul Wahab Khalaf, ‘Tlmu Usulul Figh, him. 89-90.
27 Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), him. 43.

28 | exi j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, cet.3 (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1993), hlm. 161.
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3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan vang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan
vang didasarkan pada dalil dan sumber hukum Islam sebagai sesuatu yang baik
dan benar terhadap masalah vang dibahas. Selain itu, penyusun memposisikan
hukum [slam sebagai patokan dasar untuk melihat sistem kewarisan di
Minangkabau khususnya harta pusaka tinggi, sehingga penyusun dapat menarik
kesimpulan tentang sistem kewarisan dalam hal harta pusaka tinggi di
Minangkabau dari perspektif hukum Islam.
4. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), maka
pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap bahan pustaka yang terkait
dengan objek yang diteliti. Hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat
dengan penjelasannya merupakan sumber primer penelitian ini. Buku-buku,
majalah, serta karya ilmiah yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai
sumber sekunder.
5. Analisis Data
Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan
sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan
yang valid, maka digunakan metode-metode sebagai berikut:
a. Deduktif, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari
yang umum ke yang khusus.”’ Jadi deduktif merupakan pola

berpikir yang dimulai dari pemahaman umum kemudian

» Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi, cet.3 (Bandung:
Angkasa, 1987), him. 16.



disimpulkan dalam pengertian khusus. Ketentuan harta pusaka
tinggi akan dilihat dimana ketentuan tentang milik menurut hukum
Islam dan tentang harta warisan yang dapat diwarisi oleh ahli
warisnya.

b. Induktif, yaitu suatu analisa yang berangkat dari suatu peristiwa
khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.*
Ketentuan kewarisan Islam terhadap konsep harta pusaka tinggi

dalam kaum di Minangkabau.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari enam bab, sistematika
pembahasannya berupa pendahuluan, pembahasan dan penutup adalah:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah pola umum adat dan budaya Minangkabau yang
meliputi adat dalam masyarakat Minangkabau yang terdiri dari pengertian dan
macam-macam adat di Minangkabau struktur masyarakat Minangkabau yang
terdiri dari struktur kultural masyarakat Minangkabau, struktur sosial masyarakat
Minangkabau, stratifikasi sosialmasyarakat Minangkabau, sistem perkawinan.
Penyusun menggambarkan sedikit tentang bentuk kekerabatan, struktur

masyarakat Minangkabau dan sistem perkawinan sebelum masuk pada pokok

% Sutrisno Hadi, Metodologi Research, cet. 2 (Yogyakarta: Yasbi. Fak. Psikologi UGM,
1986), him. 42.
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permasalahan, hal ini dikarenakan tidak ada kesalahan dalam memahami budaya
Minangkabau.

Bab ketiga, adalah eksistensi tanah dan kepemilikan harta dalam
masyarakat Minangkabau yang meliputi tanah dan risorsis ekonomi sosial,
mekanisme kepemilikan harta secara kolektif yang terdiri dari ulayat nagari dan
ulayat kaum atau suku, waris dan harta pusaka di Minangkabau yang terdini darn
waris; fenomena harta yang tiada putus dalam masyarakat Minangkabau dan harta
pusaka; pemersatu atau pemecah dalam keluarga dan kaum di Minangkabau.
Dalam bab ini penyusun menjelaskan hal yang menjadi permasalahan dalam
skripsi ini karena biar tidak terputus dengan bab sebelumnya.

Bab keempat, adalah ketentuan umum kewarisan Islam yang meliputi
pengertian waris Islam dan dasar-dasar kewarisan Islam, sebab-sebab mendapat
warisan dan syarat-syarat warisan, kewajiban ahli waris terhadap harta
peninggalan, penghalang saling mewarisi yang terdiri dari membunuh, berbeda
agama, dan perbudakan. Bab ini menjelaskan bagaimana bentuk hukum kewarisan
Islam karena hukum kewarisan Islam menjadi pedoman penyusun dalam
menyelesaikan skripsi ini.

Bab kelima, adalah analisis harta pusaka tinggi di Minangkabau dalam
kewarisan Islam yang meliputi harta pusaka tinggi bukan hak individu, tinjauan
hukum Islam terhadap harta pusaka tinggi di Minangkabau. Bab ini merupakan
jawaban dari pokok masalah yang disebutkan di atas.

Bab keenam, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem
kewarisan di Minangkabau studi kritis atas harta pusaka tinggi, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang diteliti:

1. Harta pusaka tidak bisa dimiliki dan dikuasai secara individual karena
harta pusaka tinggi adalah milik kaum yang diwarisi secara kolektif. Harta
pusaka tinggi adalah amanat dari nenek moyang untuk dijaga dan
dikembangkan oleh anggota kaum untuk keperluan generasi berikutnya.
Harta pusaka tinggi digunakan bersama oleh keluarga yang masih terkait
pada rumah.

2. Harta pusaka tinggi yang ada bisa disebut dengan harta wakaf dalam
Islam, karena harta wakaf tidak dimiliki oleh perseorangan melainkan
bersama-sama dan tidak dapat diwariskan kepada individu melainkan
hanya dapat diwariskan peranan atau pengurusan terhadap harta tersebut.
Yang sedikit membedakan ialah harta pusaka tinggi dimiliki dan
dimanfaatkan secara bersama hanya dalam kelompok atau kaum itu dan
orang di luar kaum itu tidak bisa memanfaatkan apalagi untuk memiliki,
kalau harta wakaf dapat dimanfaatkan tanpa memandang suku. Pewarisan
menurut adat adalah peralihan peranan daiam pengurusan dan pengelolaan

harta pusaka milik bersama, bukan peralihan harta ke tangan pribadi untuk

93
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dimiliki secara perorangan. Hukum kewarisan dalam Islam terbatas pada
peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup semata-mata
akibat kematian itu. Peralihan itu berlaku dengan sendirinya, tidak
tergantung pada keinginan yang memiliki harta dan juga tidak pada

permintaan dari yang akan menerima peralihan itu.

B. Saran-saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang ada maka penyusun

mengemukakan beberapa saran:

1.

Karena harta waris sering membuat perpecahan terhadap keluarga yang
ditinggal mati maka perlu penjelasan terhadap harta pusaka tinggi yang

telah kabur keberadaannya.

2. Perlu pemisahan yang jelas mana harta pusaka tinggi yang diwariskan

secara adat yang turun-temurun dari beberapa generasi dan mana harta
pencaharian orang tua yang diwariskan secara faraid kepada anaknya dan
kerabat yang lain secara berhak.

Perlunya mensosialisasikan hukum kewarisan Islam pada masyarakat di
Minangkabau karena telah banyaknya orang minang yang merantau keluar
daerahnya. Biar kasih sayang seorang ayah dapat sepenuhnya dicurahkan

kepada anaknya.
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Setiap yang bernyawa akan merasakan mati.

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-
anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu
yang menyusukan kamu, saudara-saudara percmpuan scpesusuan,
mertuamu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), dan tidak berdosa kamu
mengawininya.

|
Dan tidak ada dosa bag! kamu meminang wanita-wanita itu dengan |
sindiran atau kamu meny=mbunyikan (keinginan mengawini mereka) |
dalam hatimu.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pembrian yang penuh kerelaan, kemudian jika mereka
menyerahkan kepadamu sebahagian dari maskawin dengan senang
hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya.

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dar harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih
berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam
kitab Allah.

Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.

Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,
maka berilah kepada mereka bahagiannya.

Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak
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5 ! , L
" kandungmu (sendin) Yang demikian atu hanyalah perkataanm di

~mulutmu saja. Dan Allah mengatahan vang sebenarnya dan Dia
| menunjukkan jalan yang benar.

| Dan orang-orang vang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak
berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu)
di tengah-tengah antara yang demikian.

Allah telah membuat perumpamaan dengan hamba sahaya yang
dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seseorang
yang Kami beri rezki yang baik dari kami.

1
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